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Mengingat

SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam

Jabatan;

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
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5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011,

6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;

7.Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN.
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Sertifikasi
adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.

Guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Guru adalah guru yang
telah diangkat menjadi guru sebelum ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada tanggal 30
Desember 2005.

Konsorsium Sertifikasi Guru yang selanjutnya disebut Konsorsium
adalah tim pengendali mutu pelaksanaan sertifikasi guru dalam
jabatan.

Uji kompetensi awal adalah uji kompetensi untuk menguji penguasaan
guru terhadap kompetensi profesional dan pedagogik, dan
diperuntukan bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi guru dalam
jabatan melalui pola pendidikan dan latihan profesi guru.

Pemberian sertifikat pendidik secara langsung adalah suatu pola
sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui dokumen
portofolio.

Penilaian portofolio adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam
jabatan yang penilaiannya melalui dokumen portofolio.

Pendidikan dan latihan profesi guru yang selanjutnya disebut PLPG
adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang
penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja, dan ujian tulis.

Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di
bidang pendidikan dan kebudayaan.
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Pasal 2

(1) Sertifikasi dilaksanakan melalui pola:
a. penilaian portofolio;
b. pendidikan dan latihan profesi guru;
c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau
d. pendidikan profesi guru.

(2) Pelaksanaan sertifikasi melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dalam pedoman
yang ditetapkan oleh Konsorsium.

(3) Pelaksanaan sertifikasi melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 3

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh
guru dengan ketentuan:

a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-
IV); atau

b. belum memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dengan syarat:

1. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai
pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai guru; atau

2. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit
kumulatif setara dengan golongan IV-a.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan peserta sertifikasi guru selain
sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman
yang ditetapkan oleh Konsorsium.

Pasal 4

(1) Uji kompetensi awal diikuti oleh peserta sertifikasi yang:
a. memilih PLPG;
b. tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio; atau
c. tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik
secara langsung.

(2) Uji kompetensi awal dikoordinasikan oleh Konsorsium.

(3) Peserta yang lulus mengikuti uji kompetensi awal dapat mengikuti
PLPG.

(4) Peserta yang tidak lulus uji kompetensi awal tidak dapat mengikuti
sertifikasi tahun berjalan, dan dapat diusulkan menjadi peserta
sertifikasi tahun berikutnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi awal diatur dalam
pedoman yang ditetapkan oleh konsorsium.
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